BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR © TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC

Menimbang : a. atah yang tepat
ran, perlu penataan
erangkat daerah;
memperbaiki, menyesuaikan struktur
anisasi yang sesuai dengan lingkungan
perlu  melakukan  penyempurnaan dan
aian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
baliwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor o, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5494);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun— 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah F (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun , Tambahan
Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Presider ntahg Peraturan
Pelaksa I ahun 2011 tentang
Pembe ; ng-undangan (Lembaran

Dalam Negeri Nomor 5 ’I‘ahun 2017

eniggaraan Urusan Pemerintahan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dae
Jember.

4. Dinas Penanaman Moda
Pintu yang selanju

- .I-

'Penafiaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah UPTD Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.




BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan Dbertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaanpengembangan pena
dan penetapan, pembinaan d
kebijakan teknis di bidar
pengkoordinasian;p

,perumusan
terhadap

aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
2. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan.
c. Bidang Penanaman Modal membawahi :
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal; dan
2. Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal.
d. Bidang Perizinan membawahi :
1. Seksi Perizinan Profesi;
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2. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Industri dan
Perdagangan; dan
3. Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang.
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaria

/
r " 2 nelaksanaka s
gendalika ey A administrasi

as€t, penyusunan
as lain yang diberikan oleh

(1) Sekretariat mempunyai
mengkoordinasika

nelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

iat; mempunyai fungsi:

safiaan penghimpunan bahan pelaksanaan program

kérja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan
tahunan;

b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan dinas;

d. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian
penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kegiatan dinas;

e. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan
barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

f. Pelaksanaan pengelolaan dan  pemeliharaan barang
inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta
pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;

g. pelaksanaan  urusan  administrasi umum  dan
Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang,
penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan
dinas;
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h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan
kinerja organisasi dinas;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana

j. pengelolaan kearsipan dinas

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran— dan
kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas,
Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen _serie ﬁelﬂsanakm
tugas-tugas lain yang diberikan a

(2) Untuk melaksanakan tugs
ayat(l), Sub Bagian
fungsi:
a. pelaksamaan admifis ( meliputi penerimaan,

eﬁ sipan

pelaklsana nyiapan penyelenggaraan rapat- rapat
’his, erjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu,
J

anan dan kebersihan lingkungan kantor serta
pelayanan kerumahtanggaan lainnya

pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan
informasi;

pelaksanan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan
analisis jabatan di lingkungan dinas;

f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

kebutuhan pemeliharaan barang;
g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan

pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;
h. pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan

perlindungan aset/barang milik daerah; dan

i. pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.




(1)

(2)

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data,
penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas,
pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aye
(1), Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan bahan da
penyusunan perencanaan Is
tahunan OPD;

b. Pelaksanan pengum
informasi OPD;

c. Pelaksanas engki 3 aan input data

oordinasian
perencanaan

padalsyste; dan pelaporan daerah;
d.| Pelaksanaa ahan dan pengkoordinasian
penyus kinerja, laporan penyelenggaraan

raturan perundang-undangan yang berlaku;

aksanaan pengkoordinasian penyusunan dan

pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;

Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan

anggaran; dan

g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan
anggaran

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,
belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah
yang menjadi kewenangan dinas;

i. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data
pada system informasi keuangan daerah;

j. pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

k. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;

l. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi
permintaan pembayaran;




(1)

(2)

Bidang Penanaman Modal mempunyai
melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi kegiatan Penanaman| Moda
diberikan oleh Kepala Bi
Untuk
ayat(1),

3 r

m. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian

rekonsilisasi data keuangan secara periodik dengan
BPKAD;

pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi
penerimaan dan pengeluaran;

pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan
keuangan; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Penanaman Modal
Pasal 7

rencanakan,
dan

ebaga
dal ,( mempunyai fungsi:
HEle encana umum dan rencana
Stra
pelaks enyusunan peta potensi Kabupaten/Kota

aya daerah berdasarkan sektor usaha;
pelaksanaan perumusan usulan pemberian
fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal Daerah;
pelaksanaan perumusan usulan bidang-bidang usaha
tertutup dan terbuka dengan persyaratan,;

pelaksanaan penyiapan usulan bidang usaha;

pelaksanaan bimbingan teknis, dan fasilitasi kerjasama di
Bidang Penanaman Modal ;

pelaksanaan penyusunan pedoman teknis promosi,
fasilitasi promosi;

pelaksanaan penyusunan bahan-bahan dan penyiapan
sarana promosi, publikasi dan distribusi bahan-bahan
promosi;

pelaksanaan pemberian informasi dan fasilitasi kemudahan
penanaman modal;

pelaksanaan penyusunan rencana program peluang
investasi daerah,;

pelaksanaan penyusunan pedoman teknis pengendalian,
inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-
undangan,
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-9.

pelaksanaan pengendalian, pemberian fasilitasi
penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan

m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Penanaman Modal
Pasal 8
(1) Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai

tugasmerencanakan,melaksanakan,menganalisadanmengevalu
asi kegiatan Pengembangan Penanaman Modal serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l), Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai

fungsimeliputi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana umtum [dan rencana
strategis Penanaman Modal Daerati;

b. pelaksanaan Penyusuna Peta | Pote si, dan sumberdaya
daerah; | V

c. pelaksanaan % si | da d fikasi—calon mitra

perumus dan jusulanbidang usaha tertutup
engan p aratan;
u imusari usulan bidang-bidang usaha yang
timbangkan-mendapat prioritas tertinggi;
elaksahaan bimbingan teknis penanaman modal;
pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan

pengembangan di bidang penanaman modal;

pelaksanaan perumusan dan penyiapan bahan wusulan
pemberian fasilitas penanaman modal;

pelaksanaan penghimpunan dan analisa hasil kajian
penanaman modal,

pelaksanaan pemberian fasilitasi kemitraan (match making)
antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar;
dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.



(1)

(2)
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Paragraf 2
Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal
Pasal 9

Seksi Promosi Dan Pengendalian Penanaman Modal

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menganalisa

dan mengevaluasi kegiatan promosi dan pengendalian

Penanaman Modal serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan pedoman teknis promosi dan
pembinaan penanaman modal,

b. pelaksanaan pengkoordinasian, pemberian asilitasi,
publikasi dan promosi;

c. pelaksanaan penyusunan sarana Jromosi
pendistribusian bahan-bahan pro i
d. pelaksanaan pemberian informasi/ds asi kemudahse

penanaman modal;

e. pelaksanaan —pe peluang

1nvestast daenakh
elaksanaan) | penyi ) befmbinaan pelaksanaan
Amal nodal| | berkoordinasi dengan Pemerintah

sanaan —peflyiapan bahan fasilitasi penyelesaian

salaltan pelaksanaan penanaman modal;

pelaksanaan penyiapan bahan  koordinasi dengan

Pemerintah Provinsi dalam pembinaan penanaman modal,;

i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan dan
penyuluhan kepada penanam modal;

j. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi penanaman modal;

k. pelaksanaan analisa Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM);

l. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan
perundang-undangan terkait Bidang Penanaman Modal;

m. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi penanam modal
yang mengalami hambatan;

n. pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi pelaksanaan
penanaman modal;

o. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi peraturan
perundang-undangan yang menghambat pelaksanaan
penanaman modal; dan

p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.



(1)

(2)
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Bagian Ketiga
Bidang Perizinan
Pasal 10

BidangPerizinanmempunyaitugasmerencanakan,melaksanakan

, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatanpelayanan

perizinan dan pengolahan data serta tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengusulan dan  pertimbangan  teknis
penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan
pelayanan perizinan;

b. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan,
koordinasi dan pengawasan pelaksanag penerbitan
perizinan dan non perizinan seluruh sektor usaha;

c. pelaksanaan pemberian pe teknis| penilaian dan
pengesahan penyusu asiyyang disetujui;

d. pelaksanaan koordinasi, integrasi\dan sinkronisasi bersama
Tim Tel yang terka

e. pelaksanaan )\ penetapa Pe€layanan Publik (SPP)
dan Standan Operasio Prosedur (SOP) Periijinan dan non
Perizinari,

f| | pelaksanaan ~—penyiapan bahan pertimbangan teknis

/ i:)egyu naf rencana investasi yang disetujui;
. /pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan
Tim Teknis yang terkait;

h. pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait melaksanakan
Penyuluhan kepada masyarakat tentang Perizinan; dan

i. penyusunanlaporanpertanggungjawabanatas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Seksi Perizinan Profesi
Pasal 11

(1) Seksi Perizinan Profesi mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi
kegiatan pelayanan, pengolahan data, penetapan, evaluasi dan
penyuluhanperizinanprofesi serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi PerizinanProfesi mempunyai fungsi meliputi:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk
pelayanan Perizinan dan non Perizinan Profesi;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis
penerbitan, penolakan dan penandatanganan Perizinan dan
non Perizinan Profesi;

c. Pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan Standar Operasional Prosedur(SOP) Perizinan dan non
Perizinan Profesi;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis
penyusunan rencana investasi untuk usaha terkait jasa
profesi yang disetujui;

e. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi monitori
evaluasi Perizinan Profesidengan Tim Teknis yang terkait;

f. pelaksanaan koordinasi dengan erkait dan

melaksanakan Penyuluhan rakat tentang
Perizinan Profesi; dan

Pasal 12

dan Pendaftaran Usaha Industri dan
erdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan,
pengolahan data, penetapan, evaluasi dan penyuluhan
perizinan dan pendaftaran usaha industri dan perdagangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l),Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Industri dan
Perdagangan mempunyai fungsi meliputi:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk
pelayanan Perizinan dan non Perizinan Usaha Industri dan
Perdagangan;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis
penerbitan, penolakan dan penandatanganan Perizinan dan
non Perizinan Usaha Industri dan Perdagangan;

c. Pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan non
Perizinan Usaha Industri dan Perdagangan;
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d. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis
penyusunan rencana investasi untuk usaha terkait Industri
dan Perdagangan yang disetujui;

e. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi monitoring dan
evaluasi Perizinan Usaha Industri dan Perdagangan dengan
Tim Teknis yang terkait;

f. pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dan
melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat tentang
Perizinan Usaha Industri dan Perdagangan; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaats uang
mempunyai

L oo
sanakan, ﬂ nasikan, dan
n, pengolaha

i data, penetapan,
han | | perizinan bangunan dan
serta tlgas lain yang diberikan oleh Kepala

puriyai fungsi meliputi:

a.” Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk
pelayanan Perizinan dan non PerizinanBangunan dan
Pemanfaatan Ruang;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis
penerbitan, penolakan dan penandatanganan Perizinan dan
non PerizinanBangunan dan Pemanfaatan Ruang;

c. Pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan non
PerizinanBangunan dan Pemanfaatan Ruang;

d. Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis
penyusunan rencana investasi untuk usaha terkait
bangunan dan pemanfaatan ruang yang disetujui;

e. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi monitoring dan
evaluasi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang
dengan Tim Teknis yang terkait;

(1) Seksi Perizinan Bang




-14 -

f. pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait dan
melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat tentang
PerizinanBangunan dan Pemanfaatan Ruang; dan

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

BAB IV
UPTD
Pasal 14

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha-

(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpi :
Tata Usaha yang berada di-bawa
kepada Kepala UPTD.

a Sub Bagian
ng jawab

(5) Jumlah, Nomenk n alan tugas
pati
BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15
(I]_Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan



(3)

(4)

(1)

(2)
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masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing — masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan o

untuk penyusunan laporan lebih
memberikan lebih lanjut dan un
kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan

Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
ran—yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 18

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 19

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon [l a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD
merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabata
Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

ngsi Serta Tata Kerja Dinas
Terpadu Satu Pintu

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal & Maret 2021

Diundangkan di Jember

pada tanggal & Maouwel 2021 BUPATI JEMBER,
IS DAERAH, i
HENDY S

Ir
tama Muda

F2 50

§ 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR (9
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